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PERATURAN WAL1 KOTA MEDAN
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA MEDAN
TAHUN 2015-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1J
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan
Keluarga Yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka
menengah dan jangka panjang yang berkaitan
dengan perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan
daerah masing-masing;

b, babwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden
Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design
Pernbangunan Kependudukan serta berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Wali Kota
tentang
Kependudukan Kota Medan Tahun 2015-2040;

Grand Design Pembangunan

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Dit Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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4, Undang-Undang Noraor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124f

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475) ;

6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

II
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadva
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang
Grand Design Pembangunan Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 310);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

15, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 8);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA MEDAN
TAHUN 2015-2040.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara,

2. Daerah adalah Kota Medan .

3. Pemerintahan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah penyelenggaraan urusan

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai utisur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadl kewenangan
daerah otonom.

5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah SKPD Daerah meliputi sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, dinas daerah , badan daerah , inspektorat daerah, satuan
polisi pamong praja daerah , kantor daerah, sekretariat korps
pegawai Republik Indonesia daerah, dan kecamatan.

7. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi,
sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas,
peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan
persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan
administrasi Kependudukan .

8, Grand Design Pembangunan Kependudukan, yang selanjutnya
disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam
program lima tabunan Pembangunan Kependudukan Indonesia
untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
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9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,
struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran,
kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik,
ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk
setempat.

10. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal dr Kota Medan.

12. Orang Asing adalah orang bukan WNI.

13, Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari
perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah
tempat tinggal.

14. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik
dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian,
kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan
kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang
bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan bid up
layak.

15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. yang terdiri dari
suami istri , atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan
anaknya, atau ibu dan anaknya.

17. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga
berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

18. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara
keruangan.

19. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran
penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya
tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah.

20. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan
melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
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21. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan
gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang
dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

22. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

23. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmivang diterbitkan
oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum
sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dan pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang
dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada
instansi pelaksana.

25. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta
segenap unsur dan sumbemya untuk menunjang perikehidupan
manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

26, Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan
hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan
penduduk.

27. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kota Medan , yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah dibentuk oleh
wali kota.

(2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.
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(3) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a, SKPD terkait;
b, lembaga nonpemerintah terkait; dan
c, pihak lain yang dipandang perlu.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah berkedudukan di Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

(1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah mempunyai tugas
mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan
kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan
pelaksanaan GDPK di wilayah Daerah.

(2) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan
kebijakan dan program GDPK di wilayah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK
Daerah memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan
GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi
Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi
Pelaksanaan GDPK Daerah dibantu oleh sekretariat yang secaxa
fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan dengan Keputusan Wall Kota.

Bagian Kelima
Tata Ketja

Pasal 6

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah mengadakan sidang
secara berkala paling sedikit 2 [dua] kali dalam 1 (satu) tahun atau
sewaktu-waktu jika diperlukan.
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Pasal 7

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah dapat mengundang
pimpinan/pejabat instansi terkait, ahli, dan /atau pihak lain yang
diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang.

Pasal 8

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah melaporkan hash
pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota, secara berkala paling
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika
diperlukan.

BAB Ill
SISTEMATrKA

Pasal 9

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Medan
Tahun 2015-2040, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN.
BAB II : KONDISI GEOGRAFIS DAN KEWILAYAHAN.
BAB III : KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI.
BAB IV : KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN, DAN PELUANG.
BAB V : ISU STRATEG1S DAN ROADMAP KONDISI

KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN.
BAB VI : PENUTUP.

Pasal 10

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Medan
Tahun 2015-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun
dalam bentuk Buku Grand Design Pembangunan Kependudukan
Kota Medan Tahun 2015-2040.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK
ini dibebankan pada APBD.

II
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan,

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Juni 2016

WALI KOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ft

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 16.

H


